
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR I11 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUNIBUH,

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeiolaan

Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah

dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja

yang sama pada jenis belanja yang sama, antar rincian objek

belanja pada objek belanja yang sama dengan melakukan

Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9

menyatakan apabila pendapatan daerah yang berasal dari

Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan yang bersifat

khusus dan pendapatan transfer lainnya diperoleh setelah

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah ditetapkan, maka

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana dimaksud

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD;

a

b



bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas

sebagai dasar pelaksanaan pergeseran tersebut perlu

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019.

Mengingat:l.Undang-UndangNomorSTahunlg56tentangPembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 8 Tahun l97O tentang Pelaksanaan

Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

1e);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang

Perbendaharaan

Indonesia Tahun

Negara Republik Indonesia Ncmor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Perrerintah Pusat dan

Daerah (lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126'

C

Nomor I Tahun 2OO4

Negara (Lembaran Negara

20O4 llomor 05, Tambahan

tentang

Republik

Lembaran

tentang

Keuangan



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a4381;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarau

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) ;

tO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2d4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679\;

t1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol9

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 i8 Nomor

223],;

L 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tain:ur, 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah

diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O07 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

[ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara

Nomor 4502l. ;



l.4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575) ;

[5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (L,embaran Negara Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 45781 ;

[7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor l65,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indone sia Nomor 4592);

[ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614\;

20. Peraturan Pemerintah Nonror 38 Tahun 2O07 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah'

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82);

) 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123' Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

)2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12

Nomor 5) ;

)4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17

Nomor 73);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6);

16. Peraturan Presiden Nomor i29 Tahun 2018 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

20 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18

Nomor 225);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011Nomor310);

)8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O10

tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara'

Penyrrsunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 1 1

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaiman diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O18 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 201 I tentallg Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;



]0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2OI7 Tentang Penyediaan, Pencairan dan

Pertanggunglawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 996);

]1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

]2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20 18

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2079 (Berita Negara RI

Tahun 2018 Nomor 7O 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

J4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahwn '2O 17

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

]5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun

2010 Nomor 03);

)6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2017 Nomor 3).



MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTAIIG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 111 TAHUN 2OI8 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 1 1

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9 diubah sebagai berikut :

i. Lampiran ke II Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol9 yang memuat kegiatan pada beberapa SKPD terdapat

pergeseran antar rician objek belanja dalam objek belanja berkeiran dan

pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan,

selanjutnya dibaca sebagaimana terlampir dalam Peraturan walikota ini.

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 semula Rp. 876.989.696.302,- berkurang Rp. 1.338.712'367'-

menjadi Rp. 875.650.983.935,-, dengan rin:ian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

1). Pendapatan Asli Daerah

2). Dana Perimbangan

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah PendaPatan

B. BELANJA

1). Belanja Tidak Langsung

a). Belanja Pegawai

b). Belanja Bunga

c). Belanja Subsidi

d). Belanja Hibah

e). Belanja Bantuan Sosial

f). Betanja Bagi Hasil

g). Belanja Bantuan Keuangan

h). Belanja Tak Terduga

Rp. 124.610.649.17O,-

Rp. 623.462.879.O00,-

Rp 76.5 87.4t2.OO0,-

Rp. 824.660.940.17O,-

Rp. 343.778.37 1.053,-

Rp. o,-

Rp o,-

Rp. 9.128.244.8OO,'

Rp. 4.825.000.000,-

Rp o,-

Rp 559.211.2O9,-

Rp 450.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 358 740'827 '062'-



2). Belanja Langsung

a). Belanja Pegawai

b). Belanja Barang dan Jasa
c). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus / Defisit

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 515.260. 1s6.873,-

Rp. 874.000.983 935.-

Rp. (49.34O.O43.76s,-l

Rp. 50.990.043.765

Rp. 1.650.000.000

20.oo2.190.4co,_

281.816.399.528,-

213.441.566.945

C. PEMBIAYAAN

1) . Penerimaan

2). Pengeluaran

Jumiah Pembiayaan Netto Rp. 49.34O.O43.765,_

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan

walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal tl t<7.il zotg

WALIKOTA PA KUMBUH,

EPI
Diundangkan di Pavakuntbuh
pada tanggal f l April zorg
SEKRETARIS DAERhH KOTAJPAYAKIJ MBUH

DA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR AZ


